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Lampiran D -

Hal Imbauan Tahapan Pencalonan

Pilkada 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang

di-

Pangkal Pinang

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur,Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang — Undang;

Putusan Makamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12/PUU-XXI1/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI1/2024,
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas,
Fungsi, Wewenang , Organisasi , dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekeretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi , dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;

Peraturan Badan Pengawas Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja

dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan
Umum ;

6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan
KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 Tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas
Pemilihan Umum melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan
Guberur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 Sub Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, bersama ini
Bawaslu Kota Pangkal Pinang Mengimbau Kepada KPU Kota Pangkal Pinang
agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan
KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 345) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 11 diubah, Pasal 11 ayat (2)
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dan ayat (3) dihapus, serta setelah ayat (6) Pasal 11 ditambahkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerahyang
bersangkutan dengan ketentuan:

a. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetao sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus
memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di
provinsi tersebut;

2. Provinsi dengan jumliah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000
(enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit
8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;

3. Provinsi dengan jumiah penduduk yag termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan
12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; dan

4. Provinsi dengan jumiah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Polittk Peserta Pemilu harus
memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di
peovinsi tersebut; dan

b. Untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan

wakil walikota:

1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh
persen) di kabupaten/kota tersebut;

2. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
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sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Poltiikk Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politk Peserta Pemilu harus
mememroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah
persen) di kabupaten/kota tersebut;

3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Poltik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mememroleh suara
sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota
tersebut;

4. Kabupaten/Kota dengan jumiah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Poltiik Peserta
Pemiiu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus
mememroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)
di kabupaten/kota tersebut.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

(5) Akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.

(6) Akumulasi perolehan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(7) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam
daftar pemilih tetap pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah

bersangkutan.

2. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
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asasi manusia;

b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politk Tingkat Pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur
dan wakil gubernur;

c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik
tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk
Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya
yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan
Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK
yang menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;

2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta
tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;

3. sepakat antara Partai Politk Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk
mengikuti proses Pemilihan; dan

4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai

dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan

e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan
Pasangan Calon menggunakan formulir Model
B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

(2) Ketentuan mengenai  formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL. KWK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(3) Ketentuan mengenai formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 135

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu)
Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
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Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar,
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran
dengan ketentuan:

a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan
persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran
dengan ketentuan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon
yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan
pendaftaran;

b. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politk Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai
ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan
Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang berbeda; atau

c. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat
dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka
dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

BAB X
PERPANJANGAN PENDAFTARAN

A. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan
Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon,
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan
Calon.

B. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu)
Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan
Calon perseorangan yang belum mendaftar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:

1. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar
mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik
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Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat
mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran
sedangkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak
dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;

2. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar
tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah
diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya
dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang berbeda; atau

3. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan
memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada
masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan
pendaftaran.

C. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan
perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dengan ketentuan:

1. menetapkan penundaan tahapan pemilihan;

2. melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang perpanjangan/pembukaan
kembali pendaftaran;

3. perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari; dan 4.
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang jadwal
dan tahapan yang memuat perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dan
penyesuaian jadwal dan tahapan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami

ucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Prov Kep Bangka Belitung
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